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INTISARI

Undang - Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional disahkan sebagai perbaikan Undang — Undang No. 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan sistem
pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional saat ini dan di masa
yang akan datang. Dengan sistem pemerintahan yang demokratis dengan
menerapkan prinsip desentralisasi dan pemberian otonomi kepada pemerintah
daerah tentu akan berimplikasi kepada pelayanan bidang pendidikan tidak
tekecuali pada jenjang pendidikan dasar.

Kondisi pendidikan dasar saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas
belum berjalan secara maksimal, hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh
kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan
pendidikan dasar. Di dalam UU Sisdiknas dan aturan pelaksana khususnya
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan PP No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
telah mengatur berbagai prinsip — prinsip penyelenggaraan pendidikan yang
mengakui adanya desentralisasi dan otonomi penyelenggaraan pendidikan dasar.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui secara
mendalam siapa saja aktor yang diberikan mandat, bagaimana peran dan tipe
aktor, serta bagaimana prinsip desentralisasi dan otonomi pendidikan dasar
melalui perundangan mengakomodasi isu — isu desentralisasi dan otonomi
pendidikan dasar. UU Sisdiknas Tahun 2003 dan PP No. 17 Tahun 2010 serta PP
No. 66 Tahun 2010, berbagai perundangan tersebut merupakan payung hukum
yang memuat berbagai kebijakan pengaturan dan penyelenggaraan sistem
pendidikan nasional sehingga peneliti memandang perlu untuk melakukan analisis
isi terhadap perundangan tersebut, dengan menggunakan metode analisis isi
kualitatif (qualitative content analysis).

Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyelenggaraan
pendidikan dasar dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi, hamun
yang menjadi catatan adalah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dasar
pemerintah daerah dan masyarakat telah diakui perananya, namun pemerintah
masih setangah hati mengakuinya, hal ini berimplikasi pada pembagian urusan
dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang terbatas.
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Selain itu berbagai aspek desentralisasi pendidikan yang mencakup sistem
pembelajaran, manajemen personalia, perencanaan dan struktur serta sumber daya
yang diatur di dalam perundangan tersebut perlu menambahkan gagasan yang
memuat nilai — nilai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Kemudian terkait otonomi penyelenggaraan pendidikan dasar perlunya
merumuskan berbagai kebijakan yang dapat menumbuhkan lingkungan —
lingkungan pendidikan secara mikro dengan menerapkan strategi pendayagunaan
bersama sumber daya pendidikan pada tataran mikro.

Kata Kunci : good governance, desentralisasi, otonomi, dan analisis isi.
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ABSTRACT

The Act No. 23 of 2003 on National Education System endorsed as the
improvement of Act No. 2 of 1989 on National Education System in an effort to
make the education system in accordance with the national education goals today
and in the future. With the system of democratic governance by applying the
principles of decentralization and the granting of autonomy to the local
government will certainly have implications for education services including on
basic education.

Primary education is now both in quantity and quality has not run
optimally, it is certainly strongly influenced by the readiness and ability of local
government to provide basic educational services. In the Act National Education
System and Government Regulation, especially the Government Regulation No.
17 of 2010 on the Management and Providing of Education and PP 66 of 2010
regarding the amendment of Regulation No. 17 of 2010 on the Management and
Providing of Education, has set principles - principles of providing education that
recognizes their autonomy and decentralization provision of basic education.

The purpose of this study was to determine the depth anybody actor is
given the mandate, the role and the kind of actor, as well as how the principles of
decentralization and autonomy of basic education through legislation to
accommodate the issue of decentralization and autonomy of basic education. The
Act National Education System of 2003 and Government Regulation No.17 of
2010 and PP 66 of 2010, various legislation such as a legal standing that includes
a variety of policy setting and implementation of national education systems so
that researchers consider it necessary to conduct a content analysis of the
legislation, using qualitative content analysis method (qualitative content
analysis).

Research findings show that the provision of basic education implemented
with the principles of decentralization and autonomy, but which became the
record is associated with the provision of basic education of local governments
and communities have been recognized, but the government is still half-hearted to
recognize it, it has implications for the division of affairs and authority by local
governments are limited.In addition, various aspects of the decentralization of
education that includes learning system, personnel management, planning and
structure and resources set out in the legislation need to add the notion that
contains the value of efficient and effective providing of education. Then
autonomy provision of basic education need to formulate policies that can foster
an environment micro education by implementing utilization strategies along with
educational resources at the micro level.

Keywords: good governance, decentralization, autonomy, and content
analysis.
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